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PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Pekanbaru/12 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
tempat tinggal di Jalan Kandis, Gang Irmala, No.36,
XXXXXX XXXKKX, XXXXXXXXK XHXXXXXXXK XXXXX, XXXXXKXKKX
XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXX, Provinsi xxxx, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Kampung Tengah/ 13 September 1978, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXxX, tempat
tinggal di XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX XXXX, XXXXKXXKX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
XXxxX, sebagai Tergugat Konvensi |/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi serta para

saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
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27/Pdt.G/2025/PA.Pbr, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 12 Agustus 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
751/58/V111/2018 tanggal 12 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXxxX dan terakhir tinggal masih di alamat yang
sama selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat
tidak dikaruniai anak:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 bulan
Desember tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah

lahir dan batin kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
akhirnya sejak tanggal 24 bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang
selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat
tinggal di XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX dan Tegugat

bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1
tahun, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :

Jika Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas
pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. M.
Nasir As, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
27/Pdt.G/2025/PA.Pbr tanggal 21 Januari 2025;
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Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Februari 2025,
menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan
Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali
rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk
memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka
Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam
membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu
maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut
gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor
27/Pdt.G/2025/PA.Pbr dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1446 Hijriah oleh Dra. Ermida Yustri,
M.H.l sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. Murawati, M.A Dra. Ermida Yustri, M.H.I
Hakim Anggota

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp80.000,00
3. PNBP Pencabutan Pekara : Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan : Rp30.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

7. Biaya Meterai : Rp10.000,00
JUMLAH : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).
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